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Abstrak: Salah satu pilar good governance adalah administrative governance yang mengandung makna sistem
implementasi kebijakan yang dilakukan melalui sektor publik yang mempunyai karakteristik efisien, independen,
akuntabel dan transparan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan lembaga-lembaga penegakan
hukum formal yang merupakan sistem peradilan pidana yang selalu mendapatkan sorotan dan kritik tajam. Disini
penulis menitikberatkan pada Kejaksaan dengan fungsi, tugas dan wewenang kejaksaan, denigan tugas utaman-
ya pokoknya menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan dan
melaksanakan penuntutan serta melaksanakan putusan Pengadilan. Bertalian dengan hal itu, dalam pengelolaan
suatu “fungsi”, kbususnya terhadap proses penmuntutan, diperlukan suatu tata kelola yang baik untuk menghasilkan
keluaran (output) yang baik pula. Berdasarkan hal tersebut penulis akan menjabarkan bagaimana implementasi
prinsip-prinsip good administrative governance pada proses penuntutan (studi kasus di Kejaksaan Negeri Palem-
bang)

Kata Kunci: Implementasi, Good administrative Governance (efisien, independen, akuntabel dan transparan),
Proses penuntutan, Kejaksaan.

A. PENDAHULUAN tiadaan keadilan, “the absence of justice” yang

: ? - SR
Fenomena degradasi tingkat kepercayaan dipersepsikan masyarakat™.? Dalam hal ini mer

masyarakat terhadap keberadaan lembaga-
lembaga hukum, baik formal maupun infor-
mal, telah menyentuh titik nadir'. Kesadaran
masyarakat dalam mengapresiasikan dan mer-
espons aktivitas lembaga hukum dalam pola
penegakan hukum dan keadilan dapat dikatakan
sangat rendah. Hampir semua pandangan mem-
berikan kesimpulan rendahnya tingkat apresiasi
masyarakat tersebut lebih banyak ditimbulkan
oleh peraturan perundang-undangan yang men-
gatur sistem peradilan pidana yang tidak jelas
dan tidak regas.'

Berkaitan dengan hal tersebut, penclitian
MaPPI FH-UI menyimpulkan: “Bahwa tidaklah
berlebihan jika dikatakan pada dasarnya apa
yang terjadi dewasa ini merupakan kulminasi ke-

upakan akibat dari pengabaian hukum yang se-
lama ini terjadi oleh pihak-pihak yang berkuasa
arau mempunyai akses pada kekuasaan.

Hukum yang dimaksud di sini bukan hanya
sekadar aturan untuk acuan berperilaku dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi
juga termasuk: Pertama; Penegakan hukum yang
memiliki kelemahan dalam integritas, pemaha-
man dan kontrol merupakan kondisi yang harus
diubah. Kedua; Proses penerapan hukum, baik
yang dilakukan oleh lembaga cksekurif (tingkat
atas, menengah maupun bawah) dan yudikatif
dalam tugasnya melaksanakan hukum sangat
banyak dituding sebagai cerminan merosotnya
kewibawaan hukum. Dengan menonjolnya nu-
ansa non hukum (politik dan kekuasaan) daripa-

* Sidik Sunaryo, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”, Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan kedua, September
2004, him.217.
: MaPPl FH-UL, “Media Hudeum dan Keadilan™, Vol. 1 No. 8 Oktober 2002, hln. 18.
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da hukum misalnya lembaga yang kurang inde-

penden dan imparsial, penegakan hukum yang

sulit dilacak dan dibuktikan, apalagi diproses.’

Sejalan dengan hal tersebut dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia, keberadaan lem-
baga-lembaga penegakan hukum formal yang
merupakan sistem peradilan pidana yang selalu
mendapatkan sorotan dan kritik tajam, antara
lain:*

1. Kepolisian dengan tugas utamanya menerima
laporan dan pengaduan dari publik apabila
disinyalir terjadi tindak pidana; melakukan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
melakukan penyaringan terhadap kasus-
kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan
ke Kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan
kepada kejaksaan dan memastikan dilin-
dunginya para pihak yang terlibat dalam
proses peradilan pidana.

2. Kejaksaan dengan tugas pokoknya menya-
ring kasus-kasus yang layak diajukan ke
Pengadilan; mempersiapkan berkas penun-
tutan dan melaksanakan penuntutan serta
melaksanakan putusan Pengadilan,

3. Pengadilan yang berkewajiban untuk mene-
gakkan hukum dan keadilan; melindungi
hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam
proses peradilan pidana; melakukan peme-
riksaan kasus-kasus secara efisien dan efek-
tif; memberikan putusan-putusan yang adil
dan berdasarkan hukum.

4. Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi
untuk menjalankan putusan  Pengadilan
yang merupakan pemenjaraan; memastikan
terlindunginya hak-hak narapidana; me-
lakukan upaya-upaya untuk memperbaiki

' Sidik Sunaryo, Op.Cit. him. 219,
* Ibid.

* Asep Rahmat Fajar, “Wajah Peradilan Indonesia: Kenvataan dan Harapan”,www.pemantauperadilan.com. Tanges

bruari 2013.

¢ Penjelasan bagian Umum Penjelasan UU No, 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia alenia keens
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narapidana; mempersiapkan narapidana un-
tuk kembali ke masyarakar.

Salah satu elemen penting dalam penegak-
an hukum di sini yang akan angkat adalah menge-
nai kejaksaan. Ditengarai lembaga kejaksaan
saat ini masth berada di bawah bayang-bayang
eksekutif, schingga tampak sulit bagi kejaksaan
khususnya Kejaksaan Agung untuk mandiri.’
Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri dan
sejalan dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia me-
nyatakan bahwa: “Kejaksaan adalah lembaga pe-
merintah yang melaksanakan kekuasaan negara
di bidang penuntutan”.

Berdasarkan kapasitasnya dalam melak-
sanakan fungsi, tugas dan wewenangnya kejak-
saan sebagai lembaga pemerintah yang melak-
sanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan
harus mampu mewujudkan kepastian hukum.
keteruban hukum, keadilan dan kebenaran ber-
dasarkan hukum dan mengindahkan norma-nos
ma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serza
wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukums
dan keadilan yang hidup dalam masyarakas*
Berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang
kejaksaan, dengan tugas utamanya menyaring
kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilas.
mempersiapkan berkas penuntutan dan melab-
sanakan penuntutan serta melaksanakan putssas
Pengadilan.

Berdasarkan KUHAP, maka ruang b
proses penuntutan dimulai dengan pra
tan selanjutnya memasuki tahap penuntutan
tahap akhir penyelesaian perkara yairu
dan upaya hukum. Pra penuntutan
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dengan semua pelaksanaan tugas yang berkenaan
dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan.
Berdasarkan KUHAP yang ditegaskan kembali

Dari ketentuan pasal 1 butir 7 KUHAP
dan UU No. 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan

bahwa proses penuntutan meliputi:

oleh UU No. 16 Tahun 2004.7 Pengertian penun- a. Pelimpahan Berkas Perkara;
tutan adalah: Tindakan Penuntut Umum: “Un- b. Pemeriksaan di sidang Pengadilan; dan
tuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan ¢. Putusan Hakim (vonis).

negeri yang berwenang dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini de- Secara skematis tahap penuntutan di Ke-
ngan permintaan supaya diperiksa dan diputus jaksaan Negeri dapat digambarkan dalam dia-

oleh hakim dalam sidang pengadilan”. gram sebagai berikut:

Skema 1
Proses/Tahap Penuntutan

PROSES

Tidak dapat dilimpahkan ke |
Pengadilan karena:

a. adanya pencabutan pengaduan
b. nebis in idem

OuUTPUT

Penghentian

INPUT

arkas . Yes

Berkas c. tersangka meninggal dunia Penuntutan
Perkara d. kadaluarsa

Lengkap —

(P-21)

PROSES OUTPUT

2 Putusan
| Hakim (vonis)

Proses penuntutan berupa:
a. Pelimpahan berkas Perkara
b. Pemeriksaan di sidang

Sumber: Kejaksaan Negeri Palembang diolah penulis

Bertalian dengan hal itu, dalam pengelo-
laan suatu “fungsi”, khususnya terhadap proses

penuntutan, diperlukan suatu tata kelola yang

baik untuk menghasilkan keluaran (output) yang
baik pula. Dalam bahasa manajemen gambaran

tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Tiga Pilar Good Governance dan Cakupan Tugas *

Pilar utama good

3atasan spesifikasi/cakupan tugas
governance 2

Sistem implementasi kebijakan yang dilakukan melalui sckror publik yang mempu- |
nyai karakreristik efisien, independen, akuntabel, dan transparan. |

| .
| Administrative
| | governance

Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
v Edi Wibowo, dkk, “Memabami Good Government Governance dan Good Carporation Governance”, Yayasan Pembaruan
Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta. 2004, him. 16.
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Pilar utama good

Batasan spesifikasi/cakupan tugas

governance

2. | Political
governance

Merujuk pada proses perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan yang dilaku-
kan pemegang kekuasaan negara dengan legitimasi rakyat. Dalam pengertian ini,
negara harus terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan pengadilan yang mem-
presentasikan pluralitas politik dan memberikan peluang bagi warga negara untuk
! secara bebas memilih wakil mereka. S

Economic gover- | Adalah praktik governance pada wilayah proses perumusan kebijakan yang baik secara
nance langsung maupun ridak langsung yang mempengaruhi aktivitas perckonomian negara mau-
pun hubungan ekonomi dengan negara lain. Menurut UNDP. economic governance ini

oy

kualitas hidup.

mempunyai pengaruh kuat pada isu-isu sosial seperti keadilan, kemiskinan dan perbaikan

Sumber: Edi Wibowo, dkk, 2004,

Sejalan dengan batasan dan cakupan dari
good governance di atas, maka penulis akan
membatasi penelitian pada good administrative
governance, dengan prinsip-prinsipnya antara
lain:?

L. Transparan(keterbukaan). Prinsip tersebut
jika dikaitkan dengan lembaga kejaksaan,
vaitu: adanya keterbukaan akses informasi
mengenai tata cara melakukan pengaduan
untuk mengetahui perkembangan atau tin-
dak lanjut kejaksaan atas pengaduan yang te-
lah disampaikan; dibukanya akses informasi
mengenai tahapan proses, rekapitulasi dan
laporan perkembangan penanganan perkara
oleh lembaga kejaksaan.

o

Akuntabilitas (pertanggungjawaban). Prinsip
yang jika dikaitkan dengan lembaga kejak-
saan berarti selain harus mempertanggung-
jawabkan kinerjanya pada atasan secara hi-
erarki yakni Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan
Agung (obyektif), juga kepada masyarakat
luas baik secara kelembagaan, komunal
maupun individual (subyektif). Jadi dengan
adanya sistem pertanggungjawaban tersebut,
dapar dilihat apakah jaksa dalam melakukan
penuntutan dapat bekerja secara profesional
atau tidak.

* Sidik Sunaryo, Op.Cit. him. 37.

3. Independen atau kemandirian, Prinsip terse-
but jika dikaitkan dengan lembaga kejak-
saan adalah pelaksanaan kekuasaan negara
di bidang penuntutan yang harus bebas dari
pengaruh kekuasaan pihak manapun (lihat
pada bagian menimbang huruf ¢ UU No. 16
Tahun 2004).

4. Efisiensi merupakan proses-proses peme-
rintahan dan lembaga-lembaga yang hasil-
nya sesuai dengan keinginan masyarakat
dengan menggunakan sumber-sumber daya
yang ada seoptimal mungkin.

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya sebagai lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang pe-
nuntutan, pada saat menjalankan tugasnya harus
bebas dari pengaruh pihak manapun (indepen-
den) demi terwujudnya kepastian hukum, keter-
tiban umum, keadilan dan kebenaran berdasar-
kan hukum, serta menjunjung tinggi supremasi
hukum sebagai prasyarat mutlak bagi penyeleng-
garaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di dalam
kaitannya dengan fungsi good administrative
governance terhadap proses penuntutan ada-
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lah apakah dengan menerapkan prinsip-prinsip

tersebut proses penuntutan dapat berjalan efisien

dan efektif.
Adapun yang menjadi permasalahan dalam
tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip
good administrative governance pada pro-
ses penuntutan di Kejaksaan Negeri Palem-
bang?

2. Apa kendala-kendala yang dapat mempen-
garuhi implementasi prinsip-prinsip good
administrative governance pada proses pe-
nuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang?

B. PEMBAHASAN

Dalam lingkungan masyarakat yang se-
makin demokratis, tuntutan untuk melaksana-
kan prinsip-prinsip good governance oleh aparat
negara, lebih-lebih aparat penegak hukum sa-
ngatlah tinggi. Saat ini, dapat dikatakan sebagian
besar masyarakat semakin menyadari bahwa,
keterbukaan, pertanggungjawaban dan keterli-
batan masyarakat dalam pengambilan kebijakan
sangatlah penting dan besar pengaruhnya kepa-
da kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh
aparat atau pejabat negara tersebut.' Sehingga
pada akhirnya, pelaksanaan good governance
yang merupakan pilar utama dari good admin-
istrative governance dapat dilakukan di segala
lapisan, baik aparat penegak hukum dan peme-
rintah maupun masyarakat sipil (civil society).

1. Implementasi Prinsip-prinsip Good Adminis-
trative Governance

a. Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan Salah satu prin-
sip dari Good Administrative Governance (GAG)

dimana prinsip transparansi ini berkenaan den-
gan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap
orang untuk memperoleh informasi tentang pe-
nyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelak-
sanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Trans-
paransi yakni adanya kebijakan terbuka bagi
pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan
informasi adalah informasi mengenai setiap as-
pek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau
oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan
akan menghasilkan persaingan politik yang se-
hat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan
pada preferensi publik. Prinsip ini memiliki 2
aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh peme-
rintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses
informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan
jika pemerintah tidak menangani dengan baik
kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah
titik awal dari transparansi.

Sebagaimana telah dibicarakan sebelum-
nya yang dimaksud proses penuntutan adalah se-
rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penun-
tut umum untuk melimpahkan perkara pidana
ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal
ini dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini dengan permintaan supaya diperiksa
dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Proses penuntutan tersebut tentunya, tidak lepas
dan akan selalu berhubungan dengan proses
sebelumnya yaitu proses pra penuntutan, sejak
mulai dari diterbitkannya SPDP sampai dengan
proses pelimpahan berkas perkara ke pengadilan
negeri.

Kriteria transparan pada proses penun-
tutan, dapat dilihat pada saar penyampaian tu-
runan surat pelimpahan kepada tersangka, ke-
luarga atau kuasa hukumnya maupun penyidik,

1 Asep Rahmat Fajar, “Wajah Peradilan Indonesia: Kenyataan dan Harapan”,www.pemantauperadilan.com. Tanggal 07 Fe-

bruari 2005,
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atau masyarakat dapat mengakses informasi
mengenai proses penuntutan dengan cara dapat
bertanya langsung ke Bagian Humas (hubungan
masyarakat) di Kejaksaan Tinggi Palembang.
Selain itu akses untuk mengetahui informasi
mengenai perkara-perkara yang ditangani oleh
Kejaksaan Negeri Palembang juga dapat dika-
takan sebagai transparan, dengan cara dapat
bertanya langsung ke Bagian Humas (hubungan
masyarakat) di Kejaksaan Tinggi Palembang.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui
perkara-perkara apa saja yang telah atau sedang
ditangani oleh kejaksaan khususnya Kejaksaan
Negeri Palembang,.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila di-
bandingkan dengan data yang diperoleh di
lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan
bahwa masyarakat (terutama yang berurusan
atau pernah berurusan dengan hukum), masih
mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses
atau informasi dari kejaksaan.

Dari 20 orang yang penulis ambil sebagai
responsden menunjukkan sebanyak 16 orang
(80 %) menyatakan pernah melakukan “ker-
jasama” dengan penuntut umum, agar hukuman
yang akan dijatuhkan lebih ringan, sedangkan
4 orang (20 %) menyartakan tidak pernah “ker-
jasama” dengan penuntut umum. Di lapangan
menunjukkan bahwa, kerjasama/kongkalikong”
dengan penuntut umum biasanya terjadi dengan
terdakwa yang mempunyai hukuman di atas 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun penjara.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas,
pasal 10 ayat (2) alenia kelima UU No. 16 Tahun
2004, menyatakan: “Bahwa saya untuk melaku-
kan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas
ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung
atau tidak langsung dari siapapun juga suatu

' Sidik Sunaryo, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”, Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan kedus Sepmemine

2004, hlm. 37.
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janji atau pemberian” Berangkat dari pemikiran
tersebut, apa yang tersurat pada pasal 10 ayat
(2) alenia kedua UU No. 16 Tahun 2004, terse-
but sangat bertolak belakang dengan fakta di
lapangan, khususnya selama proses penuntutan
karena dapat dikatakan bahwa faktor budaya

di masyarakat masih sangat kuat, adanya pe-

luang dan membuka kesempatan, baik berasal
dari pelaku tindak pidana maupun para aparat
penegak hukum, menyebabkan hal-hal tersebur
membudaya.

b. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas, apabila dikaitkan
dengan lembaga kejaksaan, selain harus mem-
pertanggungjawabkan kinerjanya pada atasan
secara hirarki yakni Kejaksaan Tinggi dan Kejak-
saan Agung (objektif), juga harus mempertang-
gungjawabkan kinerjanya kepada masyarakas
luas baik secara kelembagaan, komunal mas-
pun individual (subjektif)!’. Jadi dengan adanvs
sistem pertanggungjawaban tersebut, dapar &
lihat apakah jaksa pada saat proses penuntusss
dapat bekerja secara profesional atau tidak

Berbicara mengenai akuntabilitas pads
proses penuntutan, sebenarnva tidak terlepas
dari kerjasama antara penyidik dan penussss
umum. Dimana penyidik mengumpulkan dass
data tersangka yang kemudian dikristalisasias
dalam bentuk berkas perkara, berkas perkass
inilah yang kemudian dilimpahkan ke keak
saan negeri. Di kejaksaan negeri, berkas perkass
tersebut di proses untuk diperiksa dan diete
apakah layak atau tidak untuk dilimpabkas &
pengadilan, apabila ternyata setelah dielin Sa
diperiksa olch jaksa, berkas tersebut lavak smeut
dilakukan penuntutan, maka tahap selanpeses
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adalah proses penuntutan, proses ini juga di-
tunjang dengan adanya proses prapenuntutan.
Selanjutnya jaksa penuntut umum melimpahkan
berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri
yang berwenang.

c. Prinsip Independen

Prinsip kemandirian ialah suatu keadaan
dimana seyogianya lembaga kejaksaan dapat
berdiri sendiri secara profesional tanpa benturan
dengan pihak manapun serta tidak bertenta-
ngan dengan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan proses penuntutan bahwasa-
nnya jaksa harus mandiri dalam menentukan
rencana penuntutan bagi terdakwa. Berangkat
dari pemikiran tersebut, pada saat jaksa menyata-
kan suatu berkas telah P-21, untuk terbitnya su-
rat P-21 yang dikeluarkan oleh kepala Kejaksaan
Negeri, jaksa harus membuar rencana dakwaan
vang dilampiri check list dan terlebih dahulu
rencana dakwaan tersebut harus diperiksa oleh
Kasi Pidum. Apabila disetujui, maka Kasi Pidum
memberikan paraf, yang selanjutnya diterus-
kan kepada kepala Kejaksaan Negeri kemudian
kepala Kejaksaan Negeri juga melakukan hal
yang sama. Pada saat jaksa akan melakukan pe-
nuntutan, jaksa harus mengajukan rencana tun-
tutan kepada Kasi Pidum dan kepala Kejaksaan
Negeri.

Bertitik tolak dari uraian di atas menu-
rut hemat penulis, bahwasanya jaksa penuntut
umum sebenarnya tidaklah independen, baik da-
lam membuat surat dakwaan maupun pada saat
rencana tuntutan. Dalam hal rencana dakwaan
(yang selanjutnya disebut surat dakwaan), di-
mana rencana dakwaan harus terlebih dahulu di-
periksa dan disetujui oleh Kasi Pidum dan kepala
Kejaksaan Negeri, begitupun terhadap rencana
tuntutan. Semestinya sebagai seorang jaksa pe-
nuntut umum harus lebih profesional dan inde-
penden tanpa intervensi dari pihak atasan, kare-

na yang menentukan surat dakwaan dan rencana
tuntutan adalah jaksa penuntut umum itu sen-
diri. Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis di
lapangan menyatakan bahwa keterlibatan Kasi
Pidum dan kepala Kejaksaan Negeri adalah seba-
gai sarana agar tidak terjadi “disparitas pidana”,
demikian juga halnya dengan rencana tuntutan.
Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) alinea ketiga
UU No. 16 Tahun 2004, menyatakan: “Bahwa
saya senantiasa akan menolak atau tidak men-
erima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur
tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh
melaksanakan tugas dan wewenang saya yang
diamanatkan undang-undang kepada saya”. Se-
harusnya jaksa penuntut umum independen da-
lam membuat rencana tuntutan dengan kata lain
tidak ada intervensi baik secara vertikal maupun
secara horisontal. Akan tetapi berdasarkan fakta
yang penulis peroleh di lapangan, pada saat jaksa
penuntut umum membuat rencana penuntutan,
kenyataannya ada pihak keluarga yang dilibat-
kan dalam rencana tuntutan.

d. Prinsip Efisien

Pada dasarnya prinsip efisiensi dalam good
administrative governance yang dikaitkan pada
proses penuntutan, dapat dilihat dari cepat atau
lambatnya kasus tersebut dilimpahkan ke peng-
adilan negeri dengan menggunakan sumber daya
yang ada seoptimal mungkin, termasuk di dalam-
nya seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang
harus dipenuhi, khususnya Kejaksaan Negeri
Palembang.

2. Kendala-kendala yang dapat mempengaruhi
implementasi prinsip-prinsip good adminis-
trative governance pada proses penuntutan

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hal
yang menyangkut pelaksanaan suatu kebijakan,
pasti terdapat faktor-faktor penghambar yang
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secara langsung maupun tidak langsung menjadi
kendalanya. Berdasarkan uraian tersebut, faktor-
faktor yang menjadi kendala-kendala dari imple-
mentasi prinsip-prinsip good administrative gov-
ernance pada proses penuntutan.

Pada Prinsip transparansi pertama: masih

kurang terbukanya akses informasi menge-

nai tata cara melakukan pengaduan dan akses
masyarakat untuk mengetahui perkembangan/
tindak lanjut kejaksaan atas pengaduan yang
telah disampaikan; Kedua: Masih kurang terbu-
kanya akses informasi mengenai tahapan proses
rekapitulasi dan laporan perkembangan pena-
nganan perkara oleh Kejaksaan; Ketiga: Tidak
adanya mekanisme gelar perkara dan pengujian
atau eksaminasi yang terbuka untuk publik terha-
dap surat dakwaan yang dinyatakan tidak dapat
diterima oleh hakim dan atau atas kasus-kasus
yang cukup kontroversial serta berkaitan dengan
kepentingan publik, terutama yang dilakukan
penangguhan dan pengalihan penahanan serta
penghentian penyidikan atau penuntutan (SP3)
dalam kasus korupsi.

Kemudian pada Prinsip Akuntabilitas Ber-
dasarkan dara dan fakta diperoleh informasi
bahwa kinerja Kejaksaan Negeri Palembang yang
cukup baik pada saat memproses berkas perkara
tapi tetap saja terdapat beberapa hal yang men-
jadi kendalanya, seperti terletak pada kerjasama
subsistem peradilan pidana (SPP) dimana kejak-
saan dalam hal ini scbagai sarana yang meng-
hubungkan antara kepolisian dan kehakiman
(pengadilan), apabila data yang diperoleh dari
penyidik merupakan data yang benar dan ridak
dirckayasa dengan sendirinya proses penuntutan
akan berjalan sesuai dengan kenyataan di lapa-
ngan. Bertalian dengan hal tersebut, ada baiknya
ke depannya nanti penuntut umumlah yang
harus melakukan ataupun yang mendampingi

1 Asep Rahmart Fajar, Loc.Cit.

rersangka selama penyidikan secara langsung bu-
kan berdasarkan data yang diperoleh dari pihak
lain (penyidik). Pada dasarnya di pundak jaksa
penuntut umumlah keberhasilan suatu perkara
di pengadilan. Dengan input yang baik dalam
hal ini hasil penyidikan yang baik tentunya akan
menghasilkan output yang baik pula yang tentu-
nya tidak merugikan semua pihak.

Selanjutnya Prinsip Independen dilihat
dari fungsi jaksa penuntut umum secara struk-
tural berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Ta-
hun 2004 menyatakan bahwa: “Kejaksaan adalah
lembaga pemerintah yang melaksanakan kekua-
saan negara di bidang penuntutan”. Berdasarkan
hal tersebut adanya faktor pengaruh dari peme-
rintah, membuar lembaga kejaksaan masih bera-
da di bawah bayang-bayang eksekutif, schingga
nampak sulit bagi kejaksaan untuk mandiri.'? Ke-
nyataan tersebut tidak dapar dipungkiri, dengan
sendirinya ada keterbatasan ruang saat seorang
jaksa menjalankan tugasnya sebagai penuntut
umum dalam melakukan penuntutan terhadap
kasus-kasus tertentu, misalnya korupsi yang me-
libatkan politikus ataupun orang-orang di dalam
pemerintahan itu sendiri. secara struktural tidak
independen dalam melaksanakan penuntutan.
karena terbatasnya ruang gerak jaksa dalam me-
nangani kasus-kasus atau perkara-perkara ter-
tentu, sedangkan secara fungsional jaksa dapat
dikatakan independen dalam kapasitasnya seba-
gal penuntut umum yang melaksanakan tugas
dan wewenangnya di bidang penuntutan,

Terakhir Prinsip Efisiensi penulis menemu-
kan beberapa kendala, antara lain misalnya, un-
tuk menangani satu berkas perkara waktu yang
diperlukan cukup lama, di mana proses penuntut-
an di Kejaksaan Negeri Palembang rata-rata me-
makan waktu satu sampai dengan satu setengah
bulan. Sehingga dengan waktu demikian tersebut
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pat merugikan pihak terdakwa maupun kelu-
rza terdakwa sendiri. Selain itu, bobot perkara
it juga mempengaruhi lamanya proses pe-
suntutan, schingga pencapaian efisiensi dalam
roses penuntutan belum terlaksana secara mak-
mal. Salah satu penyebabnya banyak perkara
masuk ke Kejaksaan Negeri Palembang,
yebabkan tidak seimbangnya antara biaya
sang tersedia dengan biaya yang dikeluarkan,
chingga jaksa yang menangani suatu perkara
arus mengeluarkan dana atau biaya sendiri un-
k menutupi kekurangannya.

C. PENUTUP
Bahwasannya implementasi prinsip-prinsip
wod administrative governance pada proses pe-
muntutan di Kejaksaan Negeri Palembang sudah
‘dapat dikatakan relatif cukup baik, hal tersebut
apat dilihat dari: laporan perkembangan pe-
sanganan perkara di Kejaksaan Negeri Palem-
Sang sudah cukup baik, prinsip transparan juga
Zapar dilihat dari penyampaian turunan surat
impahan kepada tersangka, keluarga, kuasa
sukumnya dan penyidik berdasarkan pasal 143
at (4) KUHARP Prinsip akuntabilitas, dapart di-
t dari adanya sistem pertanggungjawabannya
secara hirarki, jadi tidak ada sanksi secara tegas
apabila penuntut umum kurang cermat dalam
membuat surat dakwaan. Prinsip independen,
dapat dilihat dari masih adanya intervensi secara
liicm'kal maupun horisontal. Prinsip efisiensi,
ditinjau dari sedikitnya jumlah tahanan yang
‘ditahan pada tahap penuntutan setiap tahun-
mya, serta cepat atau lambatnya kasus tersebut
dilimpahkan ke pengadilan negeri. Selanjutnya
yang menjadi kendala dari implementasi prinsip-
prinsip good administrative governance pada
proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Palem-
bang adalah sebagai berikut: masih kurangnya
sumber daya manusianya sehingga tidak seim-
bang antara jumlah perkara yang masuk dengan

Na
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pegawai tata usaha. Masih kurangnya sarana dan
prasarana yang tersedia, dan dari segi finansial
tidak seimbangnya antara jumlah perkara de-
ngan biaya yang tersedia.
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